BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil analisis mengenai pemberian HGB pada Bab 1V, penulis
membuat kesimpulan bahwa, tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut
adalah untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam Penjelasan
Umum bagian 11 angka (3) UUPA dijelaskan bahwa HGB itu sendiri diadakan
untuk memenuhi keperluan yang terasa dalam masyrakat untuk melakukan
usaha. Pengaturan mengenai pemberian HGB dalam Surat Edaran Nomor
02/SE-HT.02.01/V1/2019 tentang Pemberian HGB Untuk Persekutuan
Komanditer pada huruf d bagian isi surat edaran tersebut dikatakan bahwa
pencatatan pendaftaran HGB untuk Persekutuan Komanditer dilakukan atas
nama seluruh anggota Persekutuan Komanditer atau salah satu anggota
Persekutuan Komanditer. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat 1 UUPA pemberian
HGB hanya dapat diberikan kepada WNI dan badan hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya
penjelasan mengenai pemberian HGB terdapat dalam Pasal 19 PP 40/1996
yang mengatakan hal yang sama bahwa yang dapat mempunyai HGB adalah
WNI dan badan hukum yang berkedudukan dan didirikan di Indonesia, maka
berdasarkan penjelasan terssebut, seharusnya Surat Edaran Nomor 02/SE-
HT.02.01/V1/2019 ini tidak perlu ada karena pemberian HGB menurut surat
edaran tersebut tidak bertentangan dengan pemberian HGB menurut UUPA
dan PP 40/1996. Dalam surat edaran terebut pencatatan pendaftaraan HGB atas
nama satu anggota atau seluruh anggota Persekutuan Komanditer yang berarti
HGB tersebut diberikan kepada perseorangan dan pemberian HGB tersebut
sudah sesuai dengan subjek dari HGB yaitu perorangan Yyang
berkewarganegaraan Indonesia. Dengan dibuatnya surat edaran ini, menurut
saya dapat membingungkan masyarakat umum karena dalam surat edaran itu

sendiri terdapat ketidakpastian hukum yang dimana bila dilihat dari judulnya,
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surat edaran tersebut memberikan HGB kepada Persekutuan Komanditer
namun bila dilihat pada bagian isinya HGB tersebut diberikan kepada
perorangan. Sehingga dapat menimbulkan pemikiran dalam masyarakat umum
bahwa Persekutuan Komanditer dapat memiliki HGB. Kemudian, mengenai
tujuan dari surat edaran ini yang diterbitkan untuk meningkatkan investasi dan
mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tidak terdapat bukti bahwa
dengan adanya surat edaran ini tingkat investasi di indonesia menjadi naik.
Selain itu, mengenai permasalahan peningkatan investasi ini seharusnya bukan
menjadi wewenang dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kepala Badan
Pertanahan Nasional ini hanya memiliki kewenangan untuk memberikan Hak
Atas Tanah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil analisis mengenai akibat hukum pemberlakuan surat edaran
tersebut dalam Bab 1V, penulis membuat kesimpulan bahwa pemberlakuan
Surat Edaran Nomor 02/SE-HT.02.01/V1/2019 tersebut dapat menimbulkan
akibat-akibat hukum yang pertama, mengenai pertanggung jawaban yang
dilakukan oleh anggota persekutuan komanditer yang terdiri dari persero
komanditer dan persero komplementer dalam hal permohonan ditolak atau
permohonan diterima tetapi para anggota persekutuan komanditer tersebut
menelantarkan tanah tersebut sehingga tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah
terlantar yang mengakibatkan hapusnya HGB tersebut. Kedua, dapat terjadinya
perjanjian nominee yaitu perjanjian simulasi atau pura-pura yang dikarenakan
pendaftaran atas nama anggota dengan menggunakan dokumen kelengkapan
dari persekutuan komanditer tersebut mencerminkan adanya pengakuan para
persero secara pribadi bahwa hak atas tanah adalah milik persekutuan
komanditer yang seharusnya Persekutuan Komanditer itu tidak bisa memiliki
HGB karena status dari Persekutuan Komanditer itu merupakan badan usaha,
maka Persekutuan Komanditer itu sendiri tidak memenuhi syarat sebagai
subjek dari HGB dalam Pasal 36 ayat (1) yaitu badan hukum yang

berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut hukum Indonesia. Selain itu,
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pemberian HGB tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 KUHD yang
mengatakan bahwa persero pasif tidak diperbolehkan melakukan pengurusan
Persekutuan Komanditer maka, isi surat edaran tersebut melanggar ketentuan

mengenai Persekutuan Komanditer di dalam KUHD.

5.2. Saran

1. Dari kesimpulan dan analisis di atas, penulis memberi saran sebaikanya surat
edaran tersebut dibatalkan karena dalam surat edaran tersebut terdapat
ketidakpastian hukum yang dimana dalam bagian judul surat edaran tersebut
dikatakan bahwa pemberian HGB ini ditujukan kepada persekutuan
komanditer, tetapi pada bagian isi dikatakan bahwa pencatatan pendaftaran
HGB dilakukan atas nama seluruh anggota persekutuan komanditer atau salah
satu anggota persekutuan komanditer dengan persetujuan seluruh anggota
persekutuan komanditer sehingga dapat membingungkan masyarakat umum.
Kemudian tidak adanya bukti bahwa dengan adanya surat edaran ini, tingkat
investasi di Indonesia menjadi meningkat.

2. Sebaiknya dibatalkannya surat edaran ini, karena surat edaran tersebut dapat
menimbulkan masalah-masalah baru dan apabila tetap diberlakukan maka,
pemerintah secara tidak langsung membiarkan terjadinya perjanjian nominee

di Indonesia.
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